
SA L IN A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN GRESIK 

NOMOR 8 3 /H K .0 3 .1 /3 5 2 5 /2 0 2 1  

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

M enim bang a. bahw a dalam  rangka  m enjam in pelayanan  inform asi 

publik  d ilak san ak an  dengan cepat, tepa t, efektif, efisen 

se rta  a k u ra t, Komisi Pem ilihan Um um  K abupaten  

G resik perlu  m enyusun  d an  m enetapkan  s ta n d a r  

operasional p rosedur layanan  Inform asi Publik;

b. bahw a dalam  rangka  m elak san ak an  k e ten tu an  Pasal 

40 ayat (1) P era tu ran  Komisi Pem ilhan U m um  Nomor 

1 T ahun  2015 ten tan g  Pengelolaan d an  Pelayanan 

Inform asi Publik di L ingkungan Komisi Pem ilihan 

Um um , bahw a KPU, KPU Provinsi/K IP Aceh dan  
KPU/KIP K abupaten /K o ta  m enetapkan  s ta n d a r 

operasional p rosedur layanan  Inform asi Publik;

c. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana 

d im aksud  pada  h u ru f  a  dan  b, perlu m enetapkan  

K epu tusan  Komisi Pem ilihan U m um  K abupaten  G resik 
ten tan g  Penetapan  S ta n d ar O perasional P rosedur 

L ayanan Inform asi Publik di L ingkungan Komisi 

Pem ilihan Um um  K abupaten  Gresik;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5149); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); 
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7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 1505); 

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, 
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Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 

1); 

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 

Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor 5); 

12.  Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian 

Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

189); 

 

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar 

Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan 

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum; 

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Gresik Nomor 81/PK.01/3525/2022 

tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi  

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tanggal   

21 Februari 2022; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

GRESIK TENTANG PENETAPAN STANDAR 

OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI 

PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN GRESIK. 

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan 

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Gresik. 

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri 

dari : 
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